
BUPATI MOROWALI

PROVINSI SUIAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATT MOROWALI

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS . WEWENANG DAN STANDAR REMUNERASI ATAU HONORARIUM

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN

IAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN

MOROWALI

DENGAN RHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa untuk melaksanaan amanat Pasa-l 50

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 , dan Pasal 8 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Badan iayanan Umum Rumah Sakit Daerah,

dipandang perlu menetapkan Tugas, Wewenang dan
Standar - Remunerasi atau Honorarium Dewan

Pengawas dan Sel'rretaris Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Morowali;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana

aimaf<sua huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang T\rgas, Wewenang dan Standar Rernunerasr

atau H-onorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris
Dewan Pengawas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Ta-hun

lggg " tentan{ Pembentukan Kabupaten Boul'

Kabupaten tiorowali dan Kabupaten Banggai

iGpJ"t." (tembaran Negara Republik Indonesia
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2.

4.

6.

Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah
diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan aas Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O0 Nomor 78 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun
2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 44 Tahun
2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara
Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Petaturan Perundang-un dangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2O74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244,Tembah€n
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintshan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 20OS Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 48 Tambahan kmbaran Negara
Republik Inclonesia Nomor 4502);
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8. peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5g
Tah u.n 2OO5-Tentang pengelolaan Keuangan Oa..al,
(Lembaran 

- 
Negara RgRublik Indonesia f.l-o_o, 

-f 
+0,

Tam-bahan kmbaran Negara Republik Indonesia No..ro.
4578);

9. peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentan! pedoman F";;;i;i..,
Keuaagan 

-laerah sebagaimana telah diubah -d".,g.r,
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang ped,oman
pengelolaan Keuagan Daerah (Berita Negari Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Fedoman Teknispengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

I l. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1S Nomor 2O36);

12. peraturan Menteri Kesehatan Nomor lO Tahun 2Of4
tentang Dewan pengawas Badan l,ayanan Umum
Rumah Sakit Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, WEWENANG
DAN STANDAR REMUNERASI ATAU HONORARIUM
DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAIiIT UMUM DAERAH: IiABUPATEN MOROWALI.

BABA I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.

Rumah Sakitu Umum Dagrah Morowali yang selanjutnya disingkat
RSUD Morowali adalah institusi pelayanan teseiratan i.g



+-

q

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyedialan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah unit nonstrukhrral pada rumah sakit yang melakukan
pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat
nonteknis perumahsakitan yang melibatlan unsur masyaralat.
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah satuan Kerja perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungar pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
Remunerasi atau honorarium merupakan imbalan kerja yang dapat
berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,
dan/ atau pensiun.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Pengawas merupalcan unit nonstruktural yang bersifat independen,
dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai gouerning bodU (Dewan
Penyantun/ Pemilik) Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
Dewan Pengawas bertugas:
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. mcnyetiijiji elan mengawasi pelaksarraan feneana strateeis;
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencaia anggaran;
d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. mengawasi dan menjaga hak dan kew4iiban pasien;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
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g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,dan peraturan perundang_undangan;

(2) ?,"-1" Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
th*:"9. qa$a ayat (t) kipada p";ilik numarr s"iJt p"ri"e 

"?aiiot r(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu dt". j..-L-t""r,
pemilik Rumah Sakit.

Pasal S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)Dewan Pengawas berkewajiban : -
a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rencana
. Bisnis, dan Anggaran yang diusulkan ol,eh p4jabat pengelila;
b. mengikuri perkembangan dan kegiatan serra memberikan saran kepadaPupati mengenai setiao masalah penting U"S, p""ca.f""r' 'bia..

Layanan Umum Daerah Rumah S"ut -u_"i, b".?J [.urp",..,
Morow-au:

c. melaporkan kepada 
.Bupati _ 

tentang kinerja Badan Layanan UmumDaerah Rumah Sakit Umum Daerah X"Urrput"r, Morowali; 
-

d. memberikan nasihat 
_kepada 

pejabat p;;;.1" B;l;;y""an UmumDaerah Rumah Sakit Umum DaJrah Kabuiaten Morowali;e. melakukan evaluasi dan.penilaian kinerja baik keuangan maupunnonkeuangan, serta memberikan *at o dan catatan-catatan pentinguntuk ditindaklanjuti oreh pejabat pengerora aadan t-ayanan'u-,.r-
Daerah Rumah Sakit. Umum Daerah Kabupaten Morowali;f. memonitor tindallanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan pengawas
mempunyai wewena-ng:
a. menerima dan memberikan pen aian terhadap laporan kine{a dan

keuangan Rumah Sakit dari Kepala/ Direktur Rumah Sakit;b. menerima laporan hasil pemlrikslaan yang dilarrukan oleh satuanPemeriksa Internal Rumah SaHl -denga, 
".p"rrg.t 

hrrrrr
Kcpala/Direl:tur Rumah sakit dan memantau pelaksanaan ieko-mendasi
tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat manajemen lainnya
mengenai penyelenggaraan pelayanan di 

- Rumal Sutit dengan
sepengetahuan Kepala/ Direlrtur Rumah sakit sesuai dengan peratuln
Internal Rumah Sakit (hospifal bglauts) atau Dokumen pola Tata Kelola
(corp orate g ouernancel ;

d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstrulcLrral di Rumah
Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan pengawae sesuai
dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital futouts) ata'u
Dokumen Pola Tata Kelola (anporate gouernanel;
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(1)

(2)

berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah sakit daram menjrusun
Peraturan Internal Rumah sakit (hospfua I bylatas) atau Dokume' pol"
Tata Kelola (anporate gouernane), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
memberikan rekomendasi perbaikan terhadip pengel,olaan Rumah
Sakit.

Pasal 7

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas,
Kepala/Direktur Rumah sakit dapat mengangkat seorang setretarls
Dewan Pengawas dengan persehrjuan Dewan pengawas.

Masa jabatan Sekretaris Dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima)
tahiin atau sesuai dengan peratiir€n Intehal Rumah s*tit laorpitoiBglausl atau Dokumen Pola Tata Kelola (anporate gouernanel - 

d,an
dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1) Sel.<retaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud datam
Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengagendakan, mengadministrasikan dan
terknis kegiatan Dewan Pengawas;

mengendalikan secara

b. menyiapkan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan
Pengawas;

c. membanhr Dewan Pengawas dalam menyusun laporan kepada
Bupati;

d. melaksanakan dan menyimpan dokumen kegiatan Dewan pengawas;
dan

e. rnenjaga hal-hal yang ptlu dirahasiakaa atau yang menurut sifatnya
perlu dirahasiakan.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bukan merupakan anggota Dewan pengawas dan tidak dapat beftindak
sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur oleh pemilik Rumah
Sakit dan dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital
bglaus) atau Dokumen Pola Tata Kelola (arporate gouernanel.

Pasal 1O

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
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(21 dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat
imbalan sesuai kemampuan keuangan

BAB III

REMUNERASI ATAU HONORARIUM

Pasal l1
(1) Dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dapat diberikan

remunerasi atau honorarium sesuai dengan tinght tangungjawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi atau honorarium sglagaimans dimaksud pada ayat (l),
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.

(3) Remunerasi atau honorarium b'gi dewan pengawas dan sekretaris
dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan daiam
bentuk honorarium.

(4) Remunerasi atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk gLuD-Unit Keda ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan
usulan pemimpin BLUD-Unit Ket'a melalui kepala SKpD.

Anggota Dewan Pengawas
diberikan honorarium atau
Rumah Sakit.

Paeal 12

Honorarium dewan pengawas ditetaFkan sebagai berikut:
a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat

puluh persen) dari gqii pemimpin BLUD;
b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebessr 36% (tiga

puluh enam persen) dari g4ji pemimpin BLUD; dan
c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar l5olo (lima

belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 13

Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang dlberhentikan
sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar SO% (lima
puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir yang berlaku
sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan
definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali.

F_ili,i F l'i,00 lil, iilA$l

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 oK|cobec zotc

BI'PATT UOROITALT,

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2.8 ovbber 2ot6

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 9?A

'ARIS DAERAH
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